
SALII{AN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAI{ UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 7 I PL.o2.7 -Kpt / 32r8lKPU-Kab I rU 2o2 t
TENTAI{G

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

DALAM PEI\TYELENGGAIRAAIV PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAI.I UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. batrwa untuk melaksanat<an ketentuan Pasal 54 ayat (4)

Perahrran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2O2O tentang Penrbahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Ot8 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghihrngan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota;

b. batrwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubatran Ketiga atas Peratrrran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2Ot9 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wati Kota

dan Walcil Wali Kota Tahun 2O2O, yang menyatakan batrwa

penetapan pasangan calon terpilih paling lama 5 (lima) Hari

setelah salinan penetapan, putrrsan dismissal atau

putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU;

c. bahwa berdasarkan permohonan Pemohon H. Adang

Hadari dan H. Supratman, S.AP. (Pasangan Calon Bupati

I

dan
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dan Wakil Bupati Pangandaran Nomor Umt 2l yang

diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 17 Desember 2O2O berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor IS/PAN.MKI APg I t2 I 2O2O,

yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstihrsi pada tanggal 2l Desember 2O2O,

kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi Elelrtronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor

15/PHP.BVP->O(.12021 pada tanggal 18 Januari 2021, darr

permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat

diterima berdasarkan hrtusan Mahkamatr Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 15/PHP.BUP-){X|2O2| pada

tanggal 15 Februari 2O2l;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hunrf a, hunrf b, dan hunrf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2l Tahun

2Ol2 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2Ol2 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telatr diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Perahrran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Mengingat

2020...
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2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O2O Nomor

193, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 65a71;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OL7 Nomor 182, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6f 09);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tatrun 20f 8 tentang Pemungutan dan

Penghihrngan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20f 8 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Penrbahan atas Perattrran

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Peng[itungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1383);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghihrngan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wat<il Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2018 Nomor 143) sebagaimana

telah diubatr dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor L9 Tatrun 2O2O tentang

Perubahan atas Peratrrran Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 Tahun 2Ol8 tentang Rekapitulasi Hasil Penghihrngan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur .
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1384);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 3 Tatrun 2O2O tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 2OLl;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wat<il

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Walcil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 905) sebagaimana telatr

diubah beberapa kali teraktrir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wati Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wati Kota dan Wakil WaIi Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Viru,s Disease

2019 (COWD19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 7 L6l sebagaimana telah diubah terakhir

dengan
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dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2o2o tentang perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Walcil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 lCOWDlgl
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

l068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 258lPL.O2-Kpt/Ol IKPU |VU2OZO tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Parrgandaran Nomor : 236 / PL.O 1 . S-Kpt/ KPU-Kab I X I 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tatrun 2O2O sebagaimana telah diubatt

terakhir dengan Keputtrsan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35. l/PP. Ol.2-

Kpt/3218 ll<ablVU2O2O tentang Pembahan Kedua atas

Keputtrsan Komisi Pemilihan Umum l(abupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL. 0 1 . S-Kpt/ KPU-Kab I X I 20 L9

tentang Pedoman Teknis Tatrapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1 1. Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kpt / 32L8 ll<ab lVl I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umrrm Kabupaten

Pangandaran Nomor 79 lPL.Oz.3-Kpt | 321 8/Kab/IX I 2O2O

tentang Penetapan Pasangan Cilon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

13.Keputusan...
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13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 8L lPL.O2.3-Kpt/3218 lKab /lXl2O2O
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Walcil Bupati Pangandaran

Tahun 2O2O;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Parrgandaran Nomor 2881PL.O2.6-

Kpt/3218lKab /XlU 2O2O tentang Pedoman Teloris

Pemungutan dan Penghihrngan Suara pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona. Virlts Disease 2OL9 (COWDL9I;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Parrgandaran Nomor 2891PL.O2.6-

Kpt/3218/Kab/XU 2O2O tentang Pedoman Teknis

Rekapitulasi Hasil Penghihrngan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi

Bencana Nondam Corona Viru^s Disease 2Ol9 lCOWDl9l;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum I(abupaten

Pangarrdaran Nomor 3251PL.O2.6-

Kpt/ 3218/Kab/XU 2O2O tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghihrngan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

l. Rrtusan Mahkamah Konstihrsi Republik Indonesia

Nomor I5/PHP.BUP-XLX|2O2L terkait Pokok Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walcil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : L521W.02.1-SD lO3lKPV /lU2O21 Perihal :

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Rrtusan

Dismissal/Ketetapan tanggal 11 Februari 2O2l;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 5lBAl32l8lKPU-Kab /lll202l
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati
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Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DAI.,AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagai berikut:

Nama Calon Bupati H. Jeje Wiradinata

Nama Calon

Wakil Bupati
H. Ujang Endin Indrawan, S.H.

Nomor Urut I (Satu)

Perolehan Suara 138.152 (Seratus Tiga hrluh
Delapan Ribu Seratus Lima

hrluh Dua) Suara

Partai Politik/

Gabungan Partai

Politik Pengusul

1. PDI Perjuangan

2. PartarGerindra

3. Partai Keadilan Sejahtera

4. Partat Perindo

5. Partai Persatuan

Pembangunan

6. Partai Amanat Nasional

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 17 Februafi20zlsesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANGANDARAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PANGAI{DARAI{

ttd

Hulnrm,

MUHTADIN
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